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ABSTRAK 

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA 

PERNIKAHAN ANAK USIA DINI  

DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 

Oleh : 

FINA LESTARI 

1207520779 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis collaborative governance 

dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Dengan masih adanya kasus pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan 

Meranti membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan  kualitatif 

dengan metode triangulasi, yaitu seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance milik Ansell dan Gash 

(2008) dengan empat indikaor, yakni kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain 

kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

collaborative governance belum mampu  untuk menekan angka pernikahan usia 

dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dikarenakan dialog tatap muka dan 

peran kepemimpinan masih belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan sosialisasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi saat ini 

seperti media social mengenai dampak pernikahan dini maupun sex education serta 

membuat jadwal agenda agar dialog tatap muka tetap berjalan optimal.  

Kata Kunci : Collaborative governance, Pencegahan, dan Pernikahan Anak Usia 

Dini 
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ABSTRACT 

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN REDUCING EARLY CHILD 

MARRIAGE RATES 

IN KABUPATEN KEPULAUAN  MERANTI 

 

By : 

FINA LESTARI 

1207520779 

 

 This research was conducted to analyze collaborative governance in 

reducing the rate of early marriage in Meranti Islands Regency. With the existence 

of cases of early childhood marriage in Meranti Islands Regency, the government 

is collaborating in overcoming this problem. In this research, a qualitative 

approach was used with the triangulation method, namely interviews, observation 

and documentation. This research uses Ansell and Gash's (2008) collaborative 

governance theory with four indicators, namely initial conditions, facilitative 

leadership, institutional design, and collaboration processes. The results of this 

research indicate that collaborative governance has not been able to reduce the 

rate of early marriage in Meranti Islands Regency. This is because face-to-face 

dialogue and leadership roles are still not optimal. Based on the results of the data 

analysis carried out, the advice the author can give is to increase outreach or 

education to the wider community by utilizing current technology such as social 

media regarding the impact of early marriage and sex education as well as creating 

a schedule of agendas so that face-to-face dialogue continues to run optimally. 

Keywords: Collaborative governance, Pevention, and Early childhood marriage 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan 

ialah  bersatunya seorang lelaki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Esa. Tidak dapat disangkal bahwa wajar 

jika pria dan wanita merasa tertarik dan bergerak menuju tujuan ilahi pernikahan 

dengan satu harapan: kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang sudah menikah 

mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mewujudkan impian pernikahannya. 

Selain itu, pernikahan pada hakikatnya adalah tentang mencapai kedamaian dan 

ketenangan dengan bekerja sama dan saling melindungi. (Setyaningram & Z, 2014). 

Sebagai aturan umum, undang-undang tidak memperbolehkan pernikahan 

antara anak di bawah umur (anak-anak) atau orang dewasa. Namun Kementerian 

Kesehatan menyebutkan idealnya usia untuk menikah yakni 25 tahun bagi pria dan 

20 tahun bagi perempuan. Pada usia tersebut seorang telah dianggab siap dan sudah 

matang untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan dari segi psikologis, usia 

perkawinan ideal yaitu 21-35 tahun bagi perempuan maupun pria karena pada usia 

tersebut dikenal sebagi fase membangun rumah tangga. Pernikahan  yang dibawah 

20 Tahun rentan terhadap perceraian karena emosi masih labil dan belum matang 

yang beresiko pada kesejahteraan fisik dan emosional remaja. 

 Pernikahan anak adalah keadaan seorang lelaki dan wanita yang terjadi 

sebelum tercapainya batas usia pernikahan dan tidak adanya kemampuan atau 
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keinginan untuk hidup serumah (Fadlyana & Larasaty, 2009). Pernikahan anak 

bukanlah fenomena baru dan dianggap tabu. Fenomena ini terus terdengar dan 

dibicarakan di masyarakat, negara, bahkan   dunia. 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika isu pernikahan anak kerap 

diangkat dan mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan, terutama remaja 

(generasi muda). Kasus pernikahan anak di Indonesia memang sangat 

mengkhawatirkan. Dampak pernikahan anak menyebabkan banyak anak anak  usia 

dini tidak terpenuhi  hak dan tanggung jawabnya sebagaimana anak-anak lainnya, 

misalnya setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kegagalan untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban ini akan menyebabkan peningkatan jumlah 

kekerasan seksual terhadap perempuan, kematian ibu dan anak, angka stunting dan 

peningkatan angka kemiskinan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan 

menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan nasional Indonesia. 

Dalam Fenomena ini, Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan 

kedelapan di dunia, dengan sekitar 22 dari 34 Provinsi di Indonesia memiliki angka 

pernikahan anak  di atas rata-rata nasional. Hal ini dianggap memprihatinkan. 

Terdapat di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

pemerintah secara jelas mengatur jangka waktu sedikitnya usia  menikah menjadi 

19 tahun dan memperketat aturan surat nikah. (Erivon Pranitha & Bestari Kumara 

Dewi, 2021). 

Pernikahan anak ialah salah satu tindakan yang melanggar  hak anak dan 

hal ini terus terjadi dan berlangsung besar-besaran khususnya di Indonesia. Asal 
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jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 627 juta jiwa, 11,2% perempuan 

berusia antara 20 dan 24 tahun sudah menikah. Tingkat pernikahan bagi perempuan 

di bawah 17 tahun saat ini adalah 4,8%. Jumlah  Nilai pernikahan anak di bawah 

usia 16 tahun sekitar 1,8%, dan Jumlah Nilai pernikahan anak di bawah usia 15 

tahun adalah 0,6%. Secara keseluruhan, satu dari sembilan anak perempuan di 

bawah usia 18 tahun menikah dini (Azzahra, Qanita, 2019). 

Menikah muda dapat menyebabkan fisik dan psikologis pada anak, serta 

memperburuk resiko anak terkena ekonomi tidak stabil/buruk (Miskin), bayi/balita 

stunting, putus sekolah, bahkan kanker (serviks / rahim). Dengan mengubah aturan 

perundang undangan perkawinan pada tahun 2019 dan menetapkan usia paling 

tidak menikah bagi wanita dan laki-laki adalah 19 tahun, pemerintah berupaya 

mencegah anak-anak menikah terlalu dini. Fakta nyata menunjukkan adanya proses 

lamaran pernikahan yang sangat memprihatinkan. Anak-anak ini merupakan 

harapan masa depan pembangunan Indonesia, dan kasus pernikahan anak 

merupakan kendala besar dan tanggung jawab bersama, karena permasalahan 

perkawinan anak bersifat kompleks. 

 Di Provinsi Riau, sebanyak 944 orang mengajukan permohonan dispensasi  

pernikahan anak usia dini ke Pengadilan Agama provinsi tersebut pada tahun 2022 

dan rekap data jenis perkara dispensasi kawin pada tahun 2024 masuk 1.169 dengan 

sisa tahun lalu 5 permohonan.  Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memastikan 

pernikahan tidak mencapai batas usia yang ditetapkan  pemerintah. Menurut data 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

penerapan pengecualian ini: pergaulan bebas, pernikahan karena kecelakaan (MBA), 



4 

 

dan pernikahan tidak sah. (Muhammad Hussar, Humas Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru). 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Selatpanjang 

Tahun Jumlah Status Putusan 

Diterima Gugur 

2020 51 51 - 

2021 52 52 - 

2022 45 45 - 

2023 49 49 - 

2024 9 8 1 

Sumber: Pengadilan Agama Selatpanjang 

Tabel 1.1 menunjukkan telah terjadi pernikahan anak usia dini terjadi  Di 

Kabupaten termuda di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, yang 

masuk ke Pengadilan agama Selatpanjang. Dari data yang masuk ke Pengadilan 

Agama yang mengajukan dispensasi nikah kebanyakan/ hampir seluruhnya 

dikarenakan telah hamil diluar nikah (MBA). Banyaknya kasus kehamilan diluar 

nikah dan berujung pada pernikahan anak usia dini. 

 Adapun Prosedur dan Syarat  Pengajuan Dispensasi Nikah yaitu :  

1. Fotocopy KTP ke Dua Orang Tua Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 

10.000) 

2. Fotocopy KK Pemohon (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000) 
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3. Fotocopy Akta Kelahiran/KTP/Domisili Anak Pemohon (Legis dikantor Pos 

bermaterai 10.000) 

4. Fotocopy Akta Kelahiran/KTP/Domisili Calon Suami/ Istri Pemohon (Legis 

dikantor Pos bermaterai 10.000) 

5. Ijazah Anak Pemohon Kalau Tidak Sekolah Surat Keterngan Tidak Pernah 

Sekolah (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000) 

6. Surat Keterangan Dari Dokter (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000) 

7. Surat Penolakan Dari KUA jika ada (Legis dikantor Pos bermaterai 10.000) 

8. Surat Permohonan (8 rangkap) 

9. Panjar Biaya Perkara. 

Meskipun telah ditetapkan syarat dan prosedur dispensasi nikah yang 

terbilang rumit yang bertujuan untuk mengurangi sekaligus menghapus angka 

pernikahan anak di usia dini, namun hal tersebut tidak mempengaruhi apapun 

karena masih juga terjadi pernikahan anak usia dini, sebagai salah satu contoh, pada 

tahun 2023, terdapat kasus perkawinan dibawah umur dengan izin di kabulkan yang 

terjadi pada Senin, 6 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tebing Tinggi Barat. Diketahui, pengantin baru tersebut seorang anak lelaki (16 

tahun) dan seorang anak wanita (15 tahun) pada tahun 2007 dan 2006. Kepala KUA 

Tebing Tinggi Barat membenarkan kedua mempelai membawa  izin Pengadilan 

Agama Selatpanjang untuk menggelar akad nikah. 

Pernikahan anak kemudian terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti di 

Kecamatan Tebing Tinggi, dimana kedua pasangan tersebut menikah secara sah 

pada 9 Januari 2023, di usia yang sama yaitu 14 tahun. Pihak berwenang setempat 
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juga mengetahui berita tersebut. Setelah mendapat informasi tentang informasi 

tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kepulauan 

Meranti melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

langsung menunaikan penyelidikan. Untuk menjamin keselamatan putrinya, 

dilakukan kunjungan ke rumah keluarga korban di bawah pengawasan Dinas Sosial 

P3AP2KB, dimana korban dipisahkan dari keluarganya dan digunakan untuk 

mengkaji latar belakang penyebab pernikahan tersebut. Pernikahan anak kemudian 

terjadi di Kabupaten Pulau Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi, dan kedua 

pasangan tersebut menikah secara sah pada 9 Januari 2023, di usia yang sama yaitu 

14 tahun. Pihak berwenang setempat juga mengetahui berita tersebut. Setelah 

menerima laporan terkait hal tersebut, Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos 

P3AP2KB) Kepulauan Meranti melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA) langsung melaksanakan penyelidikan. Mereka 

mengamankan putrinya di bawah pengawasan dan pergi ke rumah keluarga yang 

terkena dampak. Dinsos P3AP2KB dan digunakan untuk mengkaji latar belakang 

penyebab perpisahan keluarga dan perkawinan (Ali Imran 2023).  

Pernikahan anak merupakan kelengahan hak anak dan terus terjadi secara 

besar besaran khususnya di Indonesia. Tentu saja sangat memprihatinkan jika anak-

anak yang seharusnya bersekolah dan menggunakan haknya untuk mendapatkan 

masa depan yang cerah, malah dipaksa menikah ketika mereka masih remaja dan 

anak-anak. Peran pemerintah sangat penting disini, sehingga kerja dinas Sosial, 
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Peinduduk dan 

Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) di Kepulauan Meranti  dilaksanakan 

melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang 

bertujuan Untuk memisahkan dua orang yang telah mencapai usia sah untuk 

menikah. 

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Riau yang telah menerapkan upaya pencegahan pernikahan anak usia dini  melalui 

perjanjian kerja sama multipihak untuk membentengi anak dari pernikahan anak 

usia dini. Sehubungan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perumusan Konvensi Hak-Hak Anak dan 

Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu ikhtiar untuk mengurangi 

jumlah pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 

kolaborasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pengadilan Tinggi Agama 

Selatpanjang memulai inovasi dan menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) Program  Konseling dan Pelayanan Medis Pranikah 

(LAKSAMANA) dan  Memorandum of Understanding (MoU) antara Bidang  

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Peduli Anak 

Intan Payung Riau sebagai NGo. Dalam hal ini organisasi yang bekerjasama antara 

lain: 

Tabel 1. 2 Peran Masing Masing Organisasi Perangkat Daerah dalam Upaya 

Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini 
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 PERAN  

INSTANSI PENCEGAHAN PENANGANAN 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan 

Meranti 

Memberikan Edukasi 

pentingnya persiapan fisik 

dan mental untuk 

menikah, serta informasi 

risiko pernikahan anak 

usia dini bagi anak dan 

pemohon dispensasi 

Memastikan kesiapan 

organ reproduksi dan 

psikologi calon 

pasangan menikah untuk 

mencegah angka 

kematian ibu dan anak 

serta stunting, 

memberikan layanan 

konseling kepada  

Dinas Sosial, 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga 

Berencana (DinSos 

P3AP2KB) 

Melaksanakan sosialisasi 

pencegahan pernikahan  

anak usia dini dan 

memberikan edukasi 

mengenai dampak 

pernikahan  anak usia dini 

Menyusun regulasi 

bersama perangkat 

daerah/ Instansi vertikal 

dalam pencegahan 

pernikahan anak usia 

dini dan melibatkan 

stakeholders dan 

masyarakat.  

Pengadilan Agama 

Selatpanjang 

Memutuskan Apakah Diterima atau 
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Dispensasi Nikah Ditolak 

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2024 

Adapun peran dari Non Government Organization (Ngo) ialah : 

a. Memberikan Informasi tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

perlindungan anak dan perempuan; 

b. Memberikan pelatihan, informasi secara periode tentang Konvensi Hak Anak, 

Pembinaan Forum Anak, Pembinaan Karakter Anak di Sekolah, Pembinaan 

Puskemas Ramah Anak dan Sekolah Rmah Anak; 

c. Membantu Uptd PPPA dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

pemnuhan hak anak dan perempuan; 

d. Memberikan pendampingan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan 

perempuan; 

e. Memberikan bantuan dalam mendampingi korban kekerasan pada anak dan 

perempuan; 

Setiap peran OPD mempunyai tujuan yang sama. Caranya adalah dengan 

menurunkan angka pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti 

melalui program konseling pranikah dan pelayanan kesehatan. Ketika permohonan 

surat nikah diajukan, belum tentu langsung disetujui oleh OPD yang bekerja sama, 

namun akan ada pertimbangan yang sangat matang apakah sebaiknya menikah atau 

tidak. Merujuk pada pada Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 dimana Pasangan calon dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang memang 

sangat mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung. Sehingga apabila 

pengajuan permohonan tidak sesuai maka pengadilan agama dapat menolak 
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permohonan tersebut.  Oleh karena itu, pengadilan  dapat menolak permintaan jika 

tidak masuk akal. Pencegahan merupakan upaya sosial untuk melindungi dan 

melindungi kelompok tertentu (Davidson, 1992).  

Mencegah dan menjamurnya pernikahan anak usia dini memerlukan kerja 

sama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. 

Keterlibatan yang lebih mendalam dari aktor-aktor negara dalam pengambilan 

keputusan dan implementasi akan mendorong pemecahan masalah secara 

kolaboratif dan memperkuat akuntabilitas atas hasil dan dampak.  

Berbagai negara internasional dan nasional telah mengangkat Collaborative 

Governance sebagai model yang pantas untuk memberantas permasalahan yang 

kompleks (Agbodzakey 2012). Collaborative Governance termasuk salah satu opsi  

yang paling efektif dan memungkinkan bagi instansi pemerintah untuk menghadapi 

permasalahan yang kompleks (Dewi dan Yuniningsih 2019). 

Berdasarkan pemaparan fenomena permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan model 

Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini  Di 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas 

dan mendalami Collaborative Governance dalam upaya pencegahan pernikahan 

anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah : 
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1. Melihat  Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan Anak 

Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti 

2. Melihat Faktor Hambatan Collaborative Governance Dalam Menekan Angka 

Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana Collaborative Governance Dalam Menekan Angka Pernikahan 

Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Apa Faktor Hambatan Collaborative Governance Dalam Menekan Angka 

Pernikahan Anak Di Kabupaten Kepulauan Meranti? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui  Collaborative Governance Dalam Menekan Angka 

Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan  Meranti  

2. Untuk mengetahui Faktor Hambatan Collaborative Governance Dalam 

Menekan Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Kepulauan  

Meranti 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  
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1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini membantu memperkaya sumber pengetahuan 

mengenai Collaborative Governance untuk menurunkan angka pernikahan dini 

khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Manfaat Praktif : Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat, otoritas dan lembaga yang terlibat langsung dalam Collaborative 

Governance dalam menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten 

Kepulauan Meranti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian yang membahas permasalahan serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang membelenggu banyak orang 

pada tingkat strategis atau umum dan diambil oleh pejabat yang berbentuk 

peraturan atau keputusan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kebijakan 

merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip 

tertentu dan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai 

alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Harbani 

Pasolong,2019). Pada praktifnya, kebijakan publik merupakan hasil proses politik 

yang dilakukan melalui tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai lembaga 

pengelola negara. Kebijakan publik diartikan sebagai “hubungan antara suatu unit 

pemerintahan dengan lingkungannya.” (EIyeiston, Winarno, 2002: 16) 

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang 

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor sehubungan dengan suatu 

isu atau permasalahan. Pendekatan kebijakan ini berfokus pada apa yang 

sebenarnya dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan ataupun dimaksudkan. Dan 

hal inilah yang membedakan politik dengan keputusan, yaitu pilihan diantara 

beberapa pilihan yang ada. (James Anderson (1984: 3), Leo Agustino (2006: 6)) 

2.2 Collaborative Governance 

2.2.1. Governance  

Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan politik dimana 

kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan negara (pemerintah), sektor swasta, dan 
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masyarakat sipil dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan 

(Kurniawan, 2007).  Ada lima posisi dalam pemerintahan.  Itu adalah: 1) 

Governance mengacu pada institusi dan aktor; 2) Governance mengacu pada 

kaburnya batasan dan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan sosial dan 

ekonomi; 3) Governance mengacu pada adanya ketergantungan antar negara.  4) 

Governance berarti pengelolaan diri subyek secara otonom; 5) Governance 

menyadarkan masyarakat bahwa mereka tidak harus bergantung pada kekuasaan 

pemerintah melalui perintah atau kekuasaan pemerintah untuk memperbaiki 

sesuatu (Kurniawan, 2007, hlm.16)). 

Menurut peneliti, berdasarkan beberapa definisi, Governance adalah suatu 

proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pengelola pemerintahan. 

Mengembangkan kebijakan memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan.  

Kerja sama ini melibatkan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 

sebelumnya. 

2.2.2 Collaborative Governance 

Istilah “Collaborative Governance” mengacu pada bentuk tata kelola yang 

secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, 

memberikan konsensus dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan 

kolektif untuk pembuatan atau implementasi kebijakan dan program publik. 

Berorientasi pada musyawarah (Ansell dan Gash, 2008). Pendapat tersebut 

didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan kolaborasi sebagai 

suatu bentuk kegiatan bersama antara dua  atau lebih lembaga yang bekerja sama  
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untuk meningkatkan “nilai publik” dan bukan bertindak sendiri -sendiri. Fokus 

Collaborative Governance adalah pada kebijakan publik dan permasalahannya. 

Institusi publik fokus pada pembuatan kebijakan. Tujuan dan proses kerjasama 

adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.  Collaborative Governance 

memerlukan terwujudnya keadilan sosial yang memenuhi kepentingan masyarakat. 

2.2.3 Model Prinsip Collaborative Governance 

a. Ansell dan Gash mengembangkan model Collaborative Governance berdasarkan 

tinjauan literatur di jurnal Collaborative Governance in Theory and Practice. Hasil 

kesimpulan penelitian dijelaskan oleh empat variabel utama. Artinya, terdiri dari: 

(1) Kondisi awal. (2) Desain kelembagaan. (3) Kepemimpinan. (4) Proses 

kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008); 

 

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance  

Sumber: Ansell dan Gash (2008), “Collaborative Governance in Theiory and 

Practice” 
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1. Kondisi Awal 

Sebelum proses kolaborasi dimulai, terdapat kondisi yang dapat mendukung 

atau menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan antara 

lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan. Awalnya ada tiga variabel 

kondisi utama, antara lain: Ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuasaan 

pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan. Sejarah masa lalu.  Bentuk 

insentif dan hambatan partisipasi dalam kerjasama, baik berupa kerjasama di masa 

lalu maupun konflik yang pernah timbul antar pihak. 

2. Desain kelembagaan 

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Hal ini 

sangat penting karena menjamin legitimasi langkah-langkah dalam proses 

kolaborasi.  Fokus rancangan sistem ini adalah aturan main partisipasi kerjasama, 

terbentuknya forum, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi proses 

pelaksanaan kerjasama. 

2. Kepemimpinan 

Dalam berkolaborasi, terdapat potensi tingginya tingkat konflik/konflik 

yang dirasakan, serta tingginya ketidakpercayaan antar pihak. Namun di sisi lain, 

seringkali terdapat keinginan yang kuat untuk melibatkan pemangku kepentingan, 

sehingga diperlukan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh 

pemangku kepentingan. Kepentingan yang dapat dipercaya sebagai perantara 

kerjasama. Kepemimpinan yang kuat, dihormati dan dipercaya oleh semua pihak 

yang terlibat, sangat penting dalam kolaborasi guna meningkatkan kemungkinan 
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keberhasilan. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya berasal dari komunitas 

pemangku kepentingan itu sendiri. 

3. Proses Kolaboratif 

a. Dialog tatap muka 

Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada “dialog antar pemangku 

kepentingan. Dialog ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai 

konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan 

untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa jika para 

pemangku kepentingan dapat bekerja sama, maka akan tercipta situasi yang 

saling menguntungkan. 

b. Membangun kepercayaan 

Pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan antar pemangku 

kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses jangka 

panjang yang membutuhkan waktu dan memerlukan komitmen tingkat tinggi. 

c. Komitmen dalam proses kolaborasi 

Adanya situasi saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan 

dapat meningkatkan komitmen kolaborasi. Perlu ditegaskan bahwa kerja sama 

bukanlah suatu kesepakatan yang terjadi satu kali saja, melainkan suatu proses 

kegiatan kerja sama yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. 
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d. Pemahaman bersama 

Pada titik tertentu, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mengembangkan 

pemahaman bersama tentang apa yang bisa dicapai. Pemahaman bersama 

tersebut dapat berupa tujuan bersama yang jelas, definisi yang jelas mengenai 

permasalahan yang dihadapi satu sama lain, dan pemahaman bersama mengenai 

nilai yang dicapai melalui kolaborasi. 

e. Hasil (Sementara) 

Jika hasil dan manfaat dari tujuan kolaborasi benar-benar nyata, bahkan jika 

hasil dan manfaat tersebut masih merupakan hasil antara dari proses kolaborasi, 

maka kemungkinan melanjutkan kolaborasi akan meningkat. Keuntungan kecil 

(kemenangan kecil) ini dapat menjadi kekuatan pendorong dalam membangun 

kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. 

b. Model Collaborative governance Milik Deseve  

Berbeda dengan pendapat Ansell dan Gash, Ratner (2012) dalam (Retno Sunu 

Astuti, Hardi Warsono, 2020:79) mengungkapkan bahwa dalam Collaborative 

governance terdapat tiga tahapan, antara lain : 

1. Identifikasi Hambatan dan Peluang (Identifying Obstacles and Opportunities) 

Pada fase pertama ini, dinamakan sebagai fase mendengarkan. Para pemangku 

kepentingan yang terkait akan melakukan indentifikasi tentang apa saja 

hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Di tahap ini setiap 

pemangku kepentingan akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan 

yang akan dihadapi tersebut dan pemangku lainnya akan mendengarkan. Di 
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tahap ini juga para pemangku akan mencari peluang atau solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut (dalam Retno 

Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:79). 

2. Strategi Debat untuk mempengaruhi (Debating Strategies for Influence) Fase 

kedua ini dinamakan fase dialog. Pada tahap ini pemangku kepentingan yang 

terlibat akan melakukan diskusi atau dialog yang membahas mengenai 

permasalahan hambatan yang telah dijelaskan pada tahap pertama sebelumnya. 

Dialog atau diskusi ini akan memilih Langkah mana yang kira kira paling efektif 

dalam menghadapi hamabatan yang ada. Selain itu, pada tahap ini juga para 

pemangku akan berdiskusi mengenai pihak mana saja yang mampu mendukung 

terselesaikannya permasalahan dlam kolaborasi yang diterangkan (dalam Retno 

Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:80). 

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions) Pada 

tahap yang ketiga ini, para pemangku kepentingan akan mulai melakukan 

perencanaan tentang implementasi atau pelaksanaan atas strategi strategi yang 

sebelumnya sudah didiskusikan pada fase dialog. Setelah itu, pada fase ini juga 

memperhitungkan setiap proses yang dilakukan dan memilih langkah guna 

menjaga proses kolaborasi tetap berjalan dalam jangka waktu yang Panjang 

(dalam Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:80). 

c. Model Collaborative Governace Milik Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) 

Emerson, Nabatchi & Balogh (2011:10) mengungkapkan bahwa dalam proses 

Collaborative governance terdapat tiga komponen, antara lain : 
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1. Dinamika Kolaborasi Dinamika kolaborasi menjadi variabel peting dalam 

proses kolaborasi. Emerson dkk (2011:10) berpendapat bahwa dinamika 

kolaborasi merupakan siklus organisasi yang orientatif. Dimana terdapat tiga 

focus komponen dalam dinamika kolaborasi ini, antara lain : 

a. Penggerak Prinsip bersama (Principled Engagement) Penggerak prinsip 

bersama ini adalah hal yang terus menerus dilakukan dalam proses 

kolaborasi. Berbagai cara dalam menggerakkan prinsip kolaborasi antara 

lain dilakukannya dialog tatap muka ataupun dengan perantara teknologi. 

Pada komponen ini terdapat penegasan Kembali mengenai tujuan yang 

dicapai, pembentukan dan juga prinsip prinsip yang disepakati dalam 

berbagai perspektif pemangku kepentingan yang terlibat. Hal inilah yang 

menjadi alasan penyatuan prinsip menjadi inti (Emerson et al., 2011:10). 

Dalam penggerakan prinsip bersama terdapat beberapa komponen seperti 

Pengungkapan (Discovery), Deliberasi (Deliberation) dan Determinasi 

(Determination).  

b. Motivasi Bersama (Shared Motivation) Pada komponen ini memiliki 

dimensi yang hampir sama dalam dimensi proses kolaborasi milik Ansell 

dan Gash kecuali Legitimasi. Komponen ini lebih menyoroti pada elemen 

interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang disebut model 

social (Emerson et al., 2011:13). Motivasi bersama ialah suatu penguatan 

siklus yang terdiri dari empat elemen yang saling menguntungkan, yakni 

kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan 

komitmen (Emerson et al., 2011:13).  
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c. Kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama (Capacity For Join Action) 

Tujuan kolaborasi ialah guna menghasilkan hasil yang diinginkan bersama 

yang tidak bisa dicapai secara terpisah. Kapasitas untuk melakukan 

Tindakan bersama dipandang sebagai suatu kumpulan elemen lintas fungsi 

yang Bersatu guna menciptakan potensi dalam mengambil Tindakan yang 

efektif (Emerson et al., 2011:14). Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan 

tindakan bersama dikonseptualisasikan sebagai kombinasi dari empat 

elemen penting, yakni pengaturan procedural dan kesepakatan bersama, 

kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya (Emerson et al., 2011:14). 

4. Tindakan Kolaborasi  

Agranoff & Mc Guire (2003) dalam (Emerson et al., 2011:17) mengatakan 

bahwa Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi karena adanya pemikiran tentang 

sulitnya mencapai suatu tujuan apabila hanya satu organisasi saja yang bergerak 

atau bertindak. Dalam Collaborative governance, Tindakan Tindakan kolaborasi 

merupakan hal yang sangat inti. Akan tetapi masih sedikit peneliti yang 

mengkaji hal ini. Suatu Tindakan kolaborasi yang efektif ditandai dengan 

perumusan tujuan yang jelas (Donahue, 2004) dalam (Emerson et al., 2011:17). 

5. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi  

Dampak merupakan perubahan keadaan baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja atau dalam konteks system, dampak ini merupakan perubahan akan 

kondisi yang sudah ada sebelumnya atau yang diproyeksikan yang dianggap 

tidak diinginkan atau membutuhkan perubahan. Dampak yang diharapkan disini 

ialah hasil hasil positif yang akan membangunkan semangat dari para pemangku 
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kepentingan yang terlibat, sedangkan dampak yang tidak diharapkan disini 

adalah kendala kendala dalam proses kolaborasi yang tidak terduga yang 

muncul secara langsung maupun tidak dalam proses kolaborasi (Arrozaaq, 

2016:10). 

2.3 Pernikahan 

2.3.1 Definisi Pernikahan  

Pernikahan merupakan suatu kontrak sosial yang diakui oleh negara, 

otoritas agama, atau kedua-duanya. Pernikahan juga merupakan penyatuan formal 

antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui secara sah sebagai suami dan 

istri. Pernikahan adalah penyatuan dua insan, seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dalam ikatan agama yang melegitimasi hubungan biologis di antara 

mereka dan mempersatukan dua keluarga, suku, dan bangsa. Pernikahan diartikan 

sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan tentram 

(Djamilah & Kartikawati, 2014). 

2.3.2 Tujuan Pernikahan 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan didasarkan 

pada ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, 

dengan tujuan terciptanya keluarga bahagia selamanya dan ikatan yang senantiasa 

setia. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah keluarga yang bahagia dan kekal.  

Tujuan pernikahan lainnya adalah semua pasangan suami istri harus bisa 
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mempertahankan hubungan pernikahan. Hasbi al Shiddieiqy, mengemukakan 

faedah-faedah pernikahan sebagai berikut: 

1. Lahirnya anak yang memelihara nasab dan kemanusiaan seseorang. 

2. Terpenuhinya kebutuhan biologis. Pernikahan melindungi orang dari 

kerusakan moral dan kejahatan yang menghancurkan masyarakat. Tanpa 

pernikahan, hasrat biologis dibimbing dengan cara yang tidak diperbolehkan 

oleh agama, akal sehat, atau moralitas. 

3. Menimbulkan kegembiraan dan ketenangan bagi semua laki-laki dan 

perempuan. Di antara dua insan yang telah menjadi satu, sebuah keluarga 

dibangun dan dijalankan atas dasar kasih sayang dan mawaddha. 

4. Memotivasi untuk serius mencari rezeki halal. 

2.3.3 Definisi Pernikahan Anak Usia Dini 

Pernikahan anak atau biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur 

adalah suatu pernikahan yang mana salah satu atau kedua pasangan belum cukup 

umur untuk menikah atau belum bersekolah. Pernikahan di bawah umur adalah 

pernikahan yang dilangsungkan dibawah batas umur yang ditentukan dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Dan pernikahan yang dilakukan di atas usia minimal 

menurut UU pernikahan adalah sah secara hukum. Pernikahan anak merupakan 

pernikahan antara anak di bawah umur yang belum mempunyai keinginan matang 

untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Fadlyana & Larasaty 2009). 
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2.3.4 Faktor Penyebab Pernikahan Anak Usia Dini 

1. Faktor Ekonomi 

Beban ekonomi yang dihadapi keluarga, seringkali orang tua menikahkan 

anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Di pedesaan, 

hal seperti ini biasa terjadi tidak peduli berapa pun usia anak. Hal ini sering terjadi 

ketika orang kaya melamar dengan harapan meningkatkan status keluarga. 

2. Faktor Pendidikan  

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang orang tua, anak, dan 

masyarakat dapat menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anak di bawah 

umur dan tidak memikirkan resiko yang akan mereka hadapi di kemudian hari. 

3. Faktor orang tua   

Buruknya pendidikan orang tua karena rendahnya kemampuan berpikir, orang 

tua menyerah dan menerima anaknya jika menikah di usia muda. Dengan adanya 

pencabutan ini, orang tua kurang mengetahui keberadaan Undang-Undang 

Perkawinan. 

4. Faktor Adat   

Pernikahan terjadi karena menurut adat, anak dinikahkan dengan orang tuanya 

sejak usia dini. Selain itu, remaja putri juga mengkhawatirkan orang tuanya, 

sehingga mereka segera membawa serta anaknya. Hal ini sering terjadi di daerah 

pedesaan dimana masyarakat ingin menikahkan anak perempuannya pada usia dini 

karena takut menjadi perawan tua. 
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2.3.5 Dampak Pernikahan Anak Usia Dini 

Pernikahan anak dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain:  

1. Dampaknya Terhadap Kesehatan Fisik Kondisi rahim seorang wanita yang 

merupakan bayi prematur dapat melemahkan rahim dan mengakibatkan sel 

telur tidak sempurna sehingga dapat menyebabkan hal tersebut. Jika seorang 

anak lahir prematur atau cacat, hal ini dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan.  

2. Implikasi bagi psikologi masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai 

dengan gejolak emosi yang tidak stabil, dan dikenal juga sebagai masa di mana 

identitas diri larut. Keadaan psikologis yang tidak stabil berdampak buruk pada 

hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga menimbulkan 

banyak konflik yang dapat berujung pada perceraian jika masing-masing orang 

tidak mampu mengendalikan dirinya. 

3. Dampak terhadap tumbuh kembang anak Meskipun anak memerlukan 

lingkungan rumah yang tenang, harmonis, dan stabil selama masa tumbuh 

kembangnya agar dapat merasa aman dan berkembang secara optimal, namun 

emosi insecure dapat mempengaruhi perasaan orang tua terhadap anaknya. 

4. Pengaruh terhadap sikap masyarakat memutuskan untuk menikah berarti harus 

mempersiapkan diri menghadapi perubahan masyarakat karena hak dan 

tanggung jawab sebagai istri atau suami, ibu atau ayah. Hal ini tentu membawa 

beban dan tanggung jawab yang tidak mudah di masyarakat. 
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2.3.6 Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini 

Pada dasarnya, agama (hukum islam) tidak mengatur secara konkrit tentang 

batas minimal usia pernikahan . Al-Qur’an hanya mengisyaratkan bahwa orang 

yang akan melakukan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, 

sebagaimana firman Allah SWT sebagai beirikut: 

لِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَِاۤىِٕكُمْْۗ اِنْ يَّكُوْنوُْا                          وَانَْكِحُوا الْْيََامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ْۗ وَاللّّٰٰ ُ مِنْ فَضْلِه   فقَُرَاۤءَ يُ غْنِهِمُ اللّّٰٰ

   Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba 

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan.” (QS. An-Nur/24:32). 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menyajikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberapa penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang telah dibaca 

oleh penulis. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu  

No Penulis dan 

Tahun 

Judul Hasil Penelitian 

1 Molla, Supriatna 

& Kurniawati, 

(2021) 

Collaborative Governance 

dalam Pengelolaan 

Kampung Wisata Praiijing 

di Desa Tebara Kecamatan 

Kota Waikabubak 

Kabupaten Sumba Barat 

Ditemukan bahwa 

proses Collaborative 

Governance dalam 

pengelolaan Kampung 

Wisara Praiijing belum 

efektif, dilihat dari 

empat elemen dari 
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Ansell dan Gash (2008). 

Hal ini karen adanya 

factor internal dan 

eksternal yang 

mempengaruhi 

berjalannya kolaborasi 

(Molla et al., 2021) 

2. Rahmawati, 

Nurhaeni, & 

Kartono,2016 

Kolaborasi antar daerah 

dalam penyelesaian 

konflik antar Nelayan di 

Perairan Pacitan, 

Wonogiri dan 

Gunungkidul 

Hasil penelitian ini 

sesuai dengan proses 

kolaborasi dalam Ansell 

dan Gash (2008) dan 

ada pula yang berbeda. 

Perbedaan terlihat pada 

aspek Shared 

Understanding dan 

Aspek Starting 

Condition. Dimana 

adanya keberagaman 

aktor justru semakin 

meningkatkan 

legitimasi proses 

kolaborasi (Rahmawati 

et al., 2016). 

3. Hefsa Pebriani, 

Annada Nasyaya, 

2023 

Collaborative Governance 

Dalam Upaya Pencegahan 

Pernikahan Anak Usia 

Dini Di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

Collaborative 

Governance 

Pencegahan Pernikahan 

Dini di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu masih 

belum berjalan optimal. 

Sebab, interaksi 

personal dan peran 

kepemimpinan belum 

optimal.Namun 

kerjasama tersebut 

berhasil menurunkan 

angka pernikahan dini 

di  Ogan Komering 

Kabupaten Ulu. 

Berdasarkan hasil 
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analisis data yang 

dilakukan, penulis 

menyarankan untuk 

meningkatkan 

sosialisasi atau edukasi 

kepada masyarakat luas 

dengan menggunakan 

teknologi terkini seperti 

media sosial mengenai 

dampak pernikahan dini 

dan pendidikan seks, 

dapat dibuat pengaturan 

Agenda yang 

memungkinkan 

terjadinya dialog 

personal. 

4. Putri Herlinia 

Erika, Septi 

Wulandari, 

Musta’ana 

2023 

Collaborative Governance 

Dalam Pencegahan 

Pernikahan Usia Anak Di 

Kabupaten Bojonegoro 

Collaborative 

Governance untuk 

mencegah perkawinan 

anak di Kabupaten 

Bojonegoro sudah 

sangat berhasil. Namun 

ada beberapa aspek 

implementasi yang 

belum maksimal. Yaitu, 

desain kelembagaan, 

kepemimpinan suportif, 

dan interaksi pribadi. 

Pada tahap awal, terjadi 

ketidakseimbangan 

kekuasaan dan sumber 

daya.  Berdasarkan hasil 

penelitian, peneliti 

menghimbau 

pemerintah khususnya 

DP3AKB untuk 

mengadakan pertemuan 

rutin minimal tiga bulan 

sekali dengan pimpinan 
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yang dapat 

memberdayakan aktor 

non-pemerintah dan 

memberikan dukungan 

terhadap kegiatan 

pencegahan perkawinan 

anak terkait dengan 

kegiatan pencegahan 

perkawinan anak. 

5. Prihatin dan 

Dwimawanti 

(2020) 

Collaborative Governance 

Dalam Mengatasi 

Kenakalan Remaja di 

Kabupaten Tegal 

Collaborative 

Governance dalam 

mengatasi masalah 

kenakalan remaja di 

Kabupaten Tegal telah 

mampu memberikan 

hasil yang cukup baik. 

hal ini karena dialog 

tatap muka yang telah 

dilakukan melalui 

koordinasi, intensifitas 

komunikasi dan 

peningkatan komitmen. 

Namun, dalam 

keterlibatan masyarakat 

masih belum dilakukan 

optimal (Prihatin, 

2020). 

6. Deni Triyanto, 

Margaret Maya & 

Frensi  Riastut, 

2020 

Analisis Pemetaan 

Collaborative Governance 

Dalam Program Keluarga 

Berencana di Kota 

Bengkulu 

Pelaksanaan 

Collaborative 

Governance Dalam 

Program Keluarga 

Berencana di Kota 

Bengkulu telah berjalan 

cukup baik. Akan tetapi 

masih terdapat indikator 

yang masih belum 

optimal, dimana masih 

terdapat 

ketidakseimbangan 
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sumber daya manusia 

(Triyanto et al., 2020). 
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 2.5 Konsep Operasional 

Tabel 2. 2 Konsep Operasional  

Sumber Indikator Sub Indikator 

Model Prinsip Kondisi Awal 1. Ketidakseimbangan  

Pemangku 

Collaborative  Kepentingan yang 

Governance Oleh  Berbeda 

Ansell dan Gash  2. Insentif yang dimiliki 

(2008)  pemangku kepentingan 

  3. Kerja sama Pemangku 

  kepentingan di masa lalu 

 Kepemimpinanan 1. Mediator 

 Fasilitatif 2. Fasilitator 

 Desain Aturan Dasar yang jelas 

 Kelembagaan  

 Proses Kolaborasi 1. Dialog tatap muka 

  2. Membangun 

  Kepercayaan 

  3. Komitmen dan Proses 

  4. Pemahaman Bersama           

5. Hasil Sementara 

  Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada Teori Ansell dan Gash (2008) 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

sdsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Diolah Oleh Penulis merujuk pada Teori Ansell dan Gash (2008) 

 

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN 

ANAK USIA DINI  

DI KABUPATEN KEUPULAUAN MERANTI 

 

Collaborative Governance Oleh Pemangku Kepentingan 

1. Pengadilan Agama Selatpanjang 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos 

P3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Meranti 

4. Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau (NGO) 

5. Masyarakat/ Forum Anak Meranti/Stakeholders 

Collaborative Governance Ansell dan Gash 2008 

Desain 

Kelembagaan

an 

Proses 

Kolaboratif 

Hasil 

Sementara 

Kepemimpinan 

Fasilitatif 

Kondisi 

Awal 

Hasil Collaborative Governance Dalam Menekan Angka 

Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Keupulauan Meranti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dari sudut 

pandang teoritis, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatian 

pada kegiatan penelitian ilmiah dengan mendefenisikan dan memahami fenomena 

sosial yang diamati. Pemahaman tidak hanya dari sudut pandang peneliti saja, tetapi 

yang lebih penting adalah memahami fenomena dan peristiwa yang diamati dari 

sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian ini 

lebih menekankan pada proses dan makna, dengan landasan teori yang menjadi 

pedoman untuk menyelaraskan penelitian dengan kenyataan di lapangan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa 

pernikahan dini masih terjadi, terkait dengan masalah penelitian maka lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 3.3 Jenis dan Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

  Sumber data primer berkaitan dengan masalah utama penelitian dan 

pencarian informasi. Jenis data ini dikumpulkan langsung di lapangan melalui 

observasi dan wawancara. Data ini muncul sebagai data yang diperoleh dari tempat 

penelitian atau data dari informan atau sumber yang berkaitan dengan penelitian. 
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2. Data Sekunder 

  Sumber data sekunder adalah sejumlah informasi atau fakta yang diperoleh 

secara tidak langsung melainkan melalui penelitian kepustakaan. Serta data 

sekunder lainnya antara lain: artikel, majalah, literatur, buku, dll, terkait 

pencegahan pernikahan anak. 

3.4 Penentuan Responden dan Informan 

Informan penelitian adalah orang orang yang terbiasa memberikan data dan 

informasi yang berkaitan tentang situasi dan kondisi konteks penelitian, mereka  

yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Hal ini menjadi proses 

penting dalam penelitian. Berikut adalah informan yang ikut serta dalam penelitian 

ini: 

Tabel 3. 1  Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Pengadilan Agama Selatpanjang 2 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

1 

3. Dinas Sosial, P3AP2KB Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

1 

4. Yayasan Peduli Anak Payung Riau   1 

5. Forum Anak, Stakeholders 3 
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 Jumlah 8 

 Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024 

 Keterangan : 

1. DINSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :  

- Kepala Bidang Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak (PPA) 

2. Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau 

- Direktur Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau 

3. Pengadilan Agama Selatpanjang 

 - Hakim Pengadilan Agama 

- Staff Pengadilan Agama  

4. Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Meranti 

  - Staff bidang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 

5. Stakheholder merupakan individu atau kelompok yang secara aktif 

terlibat dalam kegiatan atau yang terkena dampak baik positif maupun 

negatif dari hasil pelaksanaan kegiatan. Yaitu :  

- Ketua Forum Anak Meranti (FAM) 

- Penghulu dan Staff Kantor Urusan Agama 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Aspek terpenting dalam teknik pengumpulan data adalah memperoleh data 

yang akurat. Tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh 
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data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

 Observasi adalah mengamati dengan mencatat secara sistematis apa yang dicari 

(Usman dan Purnomo, 2004). Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dimana seseorang mengamati sesuatu, baik direncanakan maupun tidak, 

dalam jangka waktu lama atau singkat. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang 

dilakukan langsung dari masyarakat guna memperoleh informasi atau data yang 

lengkap mengenai kondisi lapangan. Agar wawancara dapat berjalan dengan 

baik, terlebih dahulu penulis menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar 

hasilnya dapat terekam dengan baik, dengan menyiapkan alat perekam suara 

menggunakan telepon genggam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang 

menghasilkan poin poin / catatan  penting yang terkait  masalah, sehingga 

menghasilkan data yang lengkap, benar, dan tidak berdasarkan perkiraan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis mencakup juga rangkaian yaitu: 

1. Reduksi Data : Meringkas dan memusatkan perhatian pada poin-poin. 

Meringkas data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memungkinkan 
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peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan melakukan penelitian dengan 

lebih mudah. 

2. Penyajian Data : Informasi tambahan yang disusun untuk menarik kesimpulan. 

Hal ini perlu mengatur kolom dan tabel data kualitatif dalam format khusus 

sehingga dapat  melanjutkan ke langkah berikutnya. 

3. Kesimpulan : Tahap akhir penelitian sampai diperoleh data atau kesimpulan 

yang merupakan hasil penelitian secara keseluruhan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1 Kabupaten Kepulauan Meranti 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi 

Riau, Indonesia, dengan Ibu Kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan 

Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau 

Rangsang, Pulau Topan, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau 

Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap Pulau Barembang, 

Pulau Burung. Adapun Nama Meranti diambil dari  nama gabungan Pulau Merbau, 

Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.  

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten 

Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya 

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang  nomor 12 tahun 2009, 

tanggal 16 Januari 2009. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus 

Penduduk 2020  jumlah penduduk kabupaten Kepulauan Meranti berkisar 217.607 

Jiwa.  

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Kepulaun Meranti 

Letak geografis kabupaten kepulauan meranti sangat dekat dengan Singapore dan 

Malaysia. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat 

antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan 

terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang 

berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga 

Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-
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GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free 

Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis 

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

c. Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis 

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan 

Riau. (BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2023, (Kabupaten Kepulauan 

Meranti: Badan Pusat Statistik, 2023). 

 

Gambar 4. 1  Peta Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti  

a. Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “Menjadikan Kepulauan Meranti 

sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tatanan Masyarakat 

yang Madani”. Sedangkan misi nya adalah: 

a. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang berakhlakul kharimah. 
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b. Mewujudkan penaataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif. 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka 

pengembangan ekonomi lokal. 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas dengan 

mengedepankan IMTAK, IPTEK, kearifan lokal dan khasanah Melayu. 

e. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, 

perikanan dan peternakan. 

f. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk 

revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi. 

g. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan 

nilai tambah ekonomi 

4.2 Pengadilan Agama Selatpanjang 

4.2.1 Visi dan Misi dan Motto  Pengadilan Agama Selatpanjang 

1. Visi 

Mewujudkan Pengadilan Agama Selatpanjang Yang Agung 

2. Misi 

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparansi; 

b. Meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur Peradilan Agama dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat; 

c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis  

teknologi informasi. 

3. Motto 

Bekerja cerdas dan taat asas 

4.2.2 Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Selatpanjang 

  Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana 

ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
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peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dilanjutkan dengan ayat (2) yang 

berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

 Adapun yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama adalah Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan 

hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum 

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, 

ekonomi syariah. 

 Pengadilan Agama Selatpanjang mempunyai fungsi,  antara lain sebagai 

berikut : 

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan  pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 

menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 

53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA 

Nomor KMA/080/VIII/2006). 
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c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya 

agar  peradilan diselenggarakan dengan seksama  dan sewajarnya (vide : Pasal 

53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan 

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : 

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang  No. 7 Tahun 1989). 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

f. Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam 

dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta 

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 

dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

4.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti  

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 

Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas dan 

Bermartabat di Provinsi Riau. 

Misi : 
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1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur 

2. Meningkatkan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Beriman dan 

Bertakwa yang memiliki daya saing 

3. Meningkatkan Mutu Dan Layanan Masyarakat  

4. Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat 

5. Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat 

6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bertanggung Jawab 

serta Memberikan Layanan Prima 

4.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti  

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Merantinomor 87 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Kesehatan 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan  Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kesehatan dan  menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber 

Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang 

Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Sumber 

Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang 

Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, 

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Bidang Pelayanan 
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Kesehatan, Bidang Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit, Bidang 

Kesehatan Masyarakat; dan 

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4.4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti. 

4.4.1 Visi dan Misi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti 

Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, Dan Bermatabat 

Di Provinsi Riau 

Misi : 

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 

2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman Dan 

Bertaqwa Yang Memiliki Daya Saing 

3. Meningkatkan Mutu Dankualitas Kesehatan masyrakat 

4. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyrakat 

5. Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat 

6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Bertanggung 

Jawab Serta Mebrikan Layanan Prima 

 

4.4.2 Tugas dan Fungsi DinSOS P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23 Tahun 2022 BAB IV 

Tugas dan fungsi DinSOS P3AP2KB  

Bagian Kesatu (Dinas) 

Pasal 4 :  
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1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan 

Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Meranti dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan 

Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsi dibidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Pasal 5 

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada 

bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 
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2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 

pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Bagian Kedua ( Sekretariat) 

Pasal 6 

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, umum, kepegawaian, 

perencanaan dan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan 

perlengkapan. 

2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi: 

a. membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

kerja; 

b. menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan; 

c. melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi 

bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan; 

d. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang 

dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana; 

e. melaksanaan pengkoordinasian peyusunan perencanaan ,evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dinas; 

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan 
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g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 7 

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 

kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

berdasarkan data kegaitan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegaiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan 

teknis , pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Perlengkapan; 

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun,mensistematisasikan dan mengolah 

data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub 

Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang bergubungan dengan tugas 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-

bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan 

kepentingan dan permasalahannya; 

f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup satuan, dan menyiapkan 

konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai-pegawai sebagai perencanaan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas; 

g. mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, 

serta keamanan lingkungan dinas; 
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h. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta 

melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas 

pegawai sesuai petunjuk atasan; 

i. melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan 

pendokumentasian kegiatan dinas; 

j. melakukan tugas di bidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubunngan 

masyarakat; 

k. mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan penyimpanan barang, 

pengurus baranga dan pembantu pengurus barang; 

l. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja 

penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 

m. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja 

penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 

n. melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan aset; 

o. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu 

Inventaris Barang (KIB) dan membuat Karta Inventaris Ruangan (KIR); 

p. memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah- langkah 

atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

q. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum, kepegawaian dan perlengkapan 

sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada sekretariat. 

Pasal 8 

1.  Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, 

dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2.  Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari; 
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a. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan program berdasarkan data 

kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

telah ditetapkan; 

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakanteknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan tugas sub bagian keuangan dan program; 

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan dan mengolah data 

serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub 

bagian keuangan dan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan 

rencana kegiatan; 

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

sub bagian keuangan dan program serta menyiapkan bahan bahan dalam 

rangka pemecahan masalah; 

e.  mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, 

pembantu bendahara pengeluaran; 

f. fmelakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja 

bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran; 

g. melakukan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan 

program; 

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup 

administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, 

melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pmbukuan, mmbuat 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan keuangan dinas; 

i. mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut 

LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai seasuai 

petunjuk atasan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di 

bidang penyusunan program; 

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan 

kerja perangkat daerah terkait lainnya; 

l. mengkoordinir penyususnan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT 

Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP); 
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m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka 

peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan 

anggaran; 

n. menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan 

dengan instansi terkait sampai menjadi DPA; 

o.  menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan 

berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat operasional, penunjukan 

pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi 

(perubahan) DPA; 

p. mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) 

guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak 

direncanakan sebelumnya; 

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan 

masukan untuk penentuan kebijakan; 

r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan program 

sebagai bahan pertanggungjawaban; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 

Bagian Ketiga 

Bidang Sosial 

Pasal 9 

1. Bidang Sosial dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial 

2. Uraian tugas Kepala Bidang Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 
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c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan dan 

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin; dan 

e. pematauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan 

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin. 

Bagian Keempat  

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pasal 10 

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai pokok menyelenggarakan urusan pada 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan 

Hak Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. 

2. Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir 

Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang pengarusutamaan gender (pug) 

dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan 

perempuan dan perlindungan khusus anak; 

b. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan 

pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak 

anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; 

c. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran 

tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus 

anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran 

tentang pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus 

anak sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan 



52 

 

e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan 

pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindunganperempuan 

dan perlindungan khusus anak. 

f.  penyelenggaraan penyususnan data gender di semua bidang pembangunan; 

g. penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus 

anak; 

h. melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan 

pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak 

anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; 

i. penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen tentang 

pengarusutamaan gender (pug) dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak 

anak, dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak; 

j. menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak anak; 

k. menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi 

pertisipasi pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

l. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non 

pemerintah, dan dunia usaha; 

m. melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan 

kesehatan anak, partisipasi anak, dan pelindungan anak; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemenuhan hak anak; dan 

o. menyelenggarakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Pasal 11 

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 
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2. Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 

c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di 

Kabupaten/Kota; 

f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana   

g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)  

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, 

sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

j. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat 

obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota; 

k. pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota; 

l. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota; 

m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana; 

n. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; 

o. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; 

p. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga; 

q. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
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r. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita; 

s. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat 

Informasi Konseling Remaja (PIK-R); 

t. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia; 

u. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga 

sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 

v. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

w. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga; dan 

x. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 13 

1. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

2. UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya 

4.5 Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau (NGO) 

Yayasan Peduli Anak merupakan organisasi non-pemerintahan yang berada 

di Pekanbaru Provinsi Riau Yayasan ini bergerak dalam mewujudkan perlindungan, 

hak hak anak dan perempuan. Adapun Misi dari Yayasan ini : 

1. Untuk meningkatkan taraf hidup anak-anak dan menegakkan hak-hak anak 

dengan memberikan pendampingan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak 

dan perempuan; 

2. Memberikan Informasi tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat 

perlindungan anak dan perempuan; 
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3. Memberikan pelatihan, informasi secara periode tentang Konvensi Hak Anak, 

Pembinaan Forum Anak, Pembinaan Karakter Anak di Sekolah, Pembinaan 

Puskemas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak; 

4. Memberikan bantuan dalam mendampingi korban kekerasan pada anak dan 

perempuan; 

4.6 Deskripsi Informan Penelitian 

Pada Sub-bab ini mendeskripsikan siapa saja yang menjadi informan 

penelitian atau informan yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis mengenai 

collaborative governance dalam menekan angka  pernikahan anak usia dini. Setiap 

informan dalam penelitian ini nantinya akan diwawancarai sesuai dengan 

permasalahan yang ada pada penelitian ini. Informan dalam penelitian ini 

merupakan orang orang yang memang memahami dengan baik permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti atau orang orang yang memang berkaitan langsung dengan 

objek yang akan diteliti. Berikut ini informan penelitian pada skripsi ini : 

Tabel 4. 1 Data Informan Penelitian 

No Nama Informan 

(Inisial) 

Jabatan Instansi 

1. C Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak 

DinSos P3AP2KB 

2. U Hakim  Pengadilan Agama  

3. M Pramu Bakti Pengadilan Agama 

4. H Staf Bidang Kesehatan Ibu dan 

Anak 

Dinas Kesehatan 

5. F Ketua Forum Anak - 
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6. M Direktur Yayasan Peduli Anak 

Intan Peduli Riau 

- 

7. E Penghulu  Kantor Urusan 

Agama 

8. A Staf Tata Usaha Kantor Uruasan 

Agama 

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2024 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait  

collaborative governance dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini 

di Kabupaten Kepulauan Meranti ialah : 

Kolaborasi ini memberikan hasil yakni masih belum mampu dalam 

menekan angka pemikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Hal ini terlihat dengan adanya kelemahan dalam koloborasi ini terlihat Bahwa 

adanya peran kepemimpinan untuk menekan angka pernikahan anak usia dini 

di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum memfasilitasi para pemangku 

kepentingan, belum adanya anggaran khusus dalam setiap agenda  yang 

berkaitan dengan kolaborasi, masih rendahnya dialog tatap muka atau diskusi 

bersama yang dilakukan oleh Pemangku kepentingan, masih adanya kasus 

pernikahan anak usia dini yang terjadi, dan masih adanya pengajuan dispensasi 

nikah yang masuk secara kuantitatif. 

Namun Collaborative Governance Kabupaten Kepulauan Meranti 

dalam mencegah pernikahan anak usia dini telah sangat berupaya, hal ini 

dibuktikan dengan adanya kondisi awal seperti kekuatan pemangku yang 

berbeda, insentif yang didapatkan oleh pemangku kepentingan serta sejarah 

kerjasama dimasa lalu yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan setiap 
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stakeholders untuk ikut bergabung kedalam kolaborasi semakin tinggi. 

Tingginya rasa kepercayaan sesama pemangku kepentingan, komitmen untuk 

tetap berproses dalam kolaborasi serta pemahaman bersama yang dimiliki oleh 

stakeholders menjadi indikator kedua yang mendominasi serta mendukung 

berjalannya kolaborasi ini adanya desain kelembagaan (berupa aturan dasar 

yang telah jelas dan transparansi proses mampu memberikan rasa kepercayaan 

bagi stakeholders sehingga tetap berkomitmen dalam kolaborasi ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini beberapa saran yang diberikan oleh 

penulis  guna meningkatkan Collaborative governance dalam upaya menekan dan 

pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti : 

a. Saran Praktis  

1. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas 

Kesehatan serta Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau harus lebih aktif dalam 

melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada Masyarakat (Orang Tua) 

terutama yang berada di desa-desa. 

2. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan 

Dinas Kesehatan serta Yayasan Peduli Anak Intan Payung Riau dapat 

menyelenggarakan penyuluhan ke sekolah sekolah. Hal ini karena anak 

anak SD, SMP dan SMK/SMA merupakan anak anak yang masuk kedalam usia 

dini atau dibawah umur. Penyuluhan ini dapat mengenai resiko pernikahan dini 

dan sex education sejak dini. 
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3. Pengadilan Agama bersama DinSos P3AP2KB, dan Dinas Kesehatan dan 

Forum Anak dapat menggunakan media sosial sebagai alat dalam 

menyelenggarakan aksi pencegahan pernikahan anak usia dini, misalnya 

dengan memposting video animasi atau pembelajaran mengenai resiko 

dari pernikahan dini. Hal ini karena anak anak di era saat ini tergolong 

telah menggunakan media sosial di kehidupan sehari hari dan membentuk 

setting agenda pertemuan agar dapat membahas pencegahan pernikahan dini 

lebih lanjut. Misalnya saja pertemuan minimal sebulan sekali 

4. Membuat Rencana Aksi untuk Mencegah Pernikahan Dini melalui Sosialisasi 

dan Penyuluhan seperti: 

No Kegiatan Target Rencana Aksi 

1 
Sosialisasi dan 

Penyuluhan 

Masyarakat (Orang 

Tua) di desa-desa 

1. Mengadakan program penyuluhan 

yang terjadwal  

2. Fokus pada risiko pernikahan dini dan 

pentingnya pendidikan  

3. Pelaksanaan setiap kuartal dengan 

lokasi bergiliran di desa-desa 

2 
Penyuluhan di 

Sekolah 

Siswa SD, SMP, dan 

SMA 

1. Mengadakan workshop dan seminar di 

sekolah  

2. Materi mencakup pemahaman tentang 

pernikahan dini dan pendidikan seks 

yang sesuai usia  

3. Pelaksanaan semestral dengan 

evaluasi pemahaman siswa 

3 
Pemanfaatan 

Media Sosial 

Anak-anak dan 

remaja pengguna 

media sosial 

1. Membuat konten edukatif (video 

animasi) tentang risiko pernikahan 

dini dan pentingnya pendidikan  

2. Publikasi rutin di platform media 

sosial 

3. Mengadakan diskusi daring setiap 

bulan untuk membahas topik secara 

interaktif 
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b. Saran Akademis 

Penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembahasan yang 

masih terbatas pada sektor swasta dan fokus pada satu wilayah saja. Oleh karena 

itu, penelitian mendatang diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai 

peran sektor swasta dalam pencegahan pernikahan anak usia dini. Sektor ini 

memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga 

penting untuk mengeksplorasi keterlibatannya dalam konteks yang lebih luas.  
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